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ABSTRAK 

Nama  : M. Ridho Setiawan 

NIM  : 201810110311357 

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Hukum 

Positif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum  

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 

    2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H 

  

Pengaturan mengenai Justice Collaborator telah disinggung di beberapa 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pengaturan dan penerapan 

mengenai Justice Collaborator di Indonesia masih belum cukup, yakni belum 

memiliki dasar hukum yang khusus dalam sistem perundangan nasional. Sehingga, 

penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator 

dalam hukum positif di Indonesia, serta membahas perlindungan hukum terhadap 

Justice Collaborator dalam perspektif kepastian hukum. Adapun metode penelitian 

dalam tulisan ini adalah menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Sementara sumber bahan hukum meliputi 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan 

dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskripsi-

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa 

perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator belum memadai, sebab regulasi 

mekanisme penetapan Justice Collaborator yang terletak di dalam peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang, serta peran LPSK belum sesuai 

dengan prinsip Integrated Criminal Justice System, karena masih tersegmentasinya 

penetapan Justice Collaborator ke dalam beberapa lembaga, seperti KPK, BNN, 

BNPT dan Kejaksaan. Selanjutnya dalam perspektif kepastian hukum, 

perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator juga masih belum terpenuhi, 

sebab salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menjamin kepastian hukum 

adalah berupa perundangan yang bersifat positif. Hal ini terlihat dari beberapa 

kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni belum terdapat 

mekanisme khusus untuk pelaporan oleh Justice Collaborator, adanya tumpang 

tindih kewenangan lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan Justice 

Collaborator, masih belum diatur terkait pemidanaan terhadap oknum yang 

melanggar hak dari Justice Collaborator, serta masih ambiguitasnya pemberian 

penghargaan bagi Justice Collaborator. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan 

harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menyangkut 

penetapan justice collaborator, pemberian reward, serta memperkuat peran dan 

kewenangan LPSK sebagai lembaga eksaminasi justice collaborator. 
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ABSTRACT 

Name  : M. Ridho Setiawan 

NIM  : 201810110311357 

Title  : Legal Protection of Justice Collaborators in Indonesian Positive  

Law Viewed from the Perspective of Legal Certainty  

Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 

    2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H 

  

The regulation of Justice Collaborator has been mentioned in several laws and 

regulations in Indonesia, but the regulation and application of Justice Collaborator 

in Indonesia is still insufficient, which does not have a specific legal basis in the 

national legislative system. Thus, this research will discuss the legal protection of 

Justice Collaborators in positive law in Indonesia, and discuss the legal protection 

of Justice Collaborators in the perspective of legal certainty. The research method 

in this paper is to use normative research, with a statutory and conceptual 

approach. While the sources of legal materials include primary, secondary, and 

tertiary legal materials. The legal materials are collected using literature study 

techniques which are then analyzed in a qualitative description. Based on the 

results of research and discussion, it is found that the legal protection of Justice 

Collaborators is inadequate, because the regulation of the Justice Collaborator 

determination mechanism is located in legislation under the law, and the role of 

LPSK is not in accordance with the principles of the Integrated Criminal Justice 

System, because there is still segmentation of the determination of Justice 

Collaborators into several institutions, such as the KPK, BNN, BNPT and the 

Attorney General's Office. Furthermore, in the perspective of legal certainty, legal 

protection against Justice Collaborators is also still not fulfilled, because one of 

the elements that must be fulfilled in ensuring legal is in the form of positive 

legislation. This can be seen from several weaknesses in the existing laws and 

regulations, namely that there is no special mechanism for reporting by Justice 

Collaborators, the overlapping authority of institutions that handle reporting and 

protection of Justice Collaborators, still not regulated regarding punishment of 

individuals who violate the rights of Justice Collaborators, and the ambiguity of 

giving awards to Justice Collaborators. Therefore, it is necessary to revise and 

harmonize the relevant laws and regulations concerning the determination of 

justice collaborators, the provision of rewards, and strengthen the role and 

authority of LPSK as a justice collaborator examination institution. 
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